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UNTUK GERAKAN MAKAR NON-SENJATA

44.000 Napi Tunggu Amnesti
JAKARTA (KR) - Menteri Hukum

(Menkum) Supratman Andi Agtas mene-

gaskan bahwa pengampunan (amnesti) un-

tuk narapidana (napi) yang akan diberikan

oleh Presiden RI Prabowo Subianto ditu-

jukan kepada kelompok terduga gerakan

makar nonsenjata. Saat ini Kemenkum

telah memiliki 44.000 nama napi yang

akan diajukan untuk menerima amnesti

dari Presiden dan masih terus memveri-

fikasi nama-nama tersebut.

Pernyataan tersebut merespons adanya

rencana pemberian amnesti terhadap napi

terkait dengan kelompok kriminal bersen-

jata (KKB) di Papua. ”Kalau rencana, ya

bisa saja, itu bisa saja. Akan tetapi, yang

kami proses sekarang itu tidak termasuk

yang gerakan bersenjata,” ungkap

Menkum di Jakarta, Rabu (29/1).

Apabila nantinya terdapat usulan pem-

berian amnesti terhadap KKB, hal tersebut

akan kembali lagi kepada Presiden lan-

taran amnesti merupakan prerogatif

kepala negara. Meski terdapat banyak na-

ma, belum ada nama napi KKB dalam daf-

tar 44.000 napi yang saat ini sedang diveri-

fikasi untuk menerima amnesti.

Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan

mengirimkan puluhan ribu nama itu kepa-

da Presiden Prabowo. ”Kami sepakat bah-

wa untuk saat ini bagi gerakan bersenjata

itu tidak dilakukan pengajuan amnesti

kepada Presiden,” kata Menkum.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI

Indrajaya menilai langkah Presiden Pra-

bowo Subianto memberikan pengampunan

(amnesti) bagi narapidana terkait dengan

KKB di Papua sebagai upaya baru dalam

menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

”Kami menilai langkah Presiden Prabowo

memberikan amnesti kepada tahanan poli-

tik asal Papua merupakan pendekatan

baru dalam upaya menciptakan perdamai-

an di Papua,” katanya di Jakarta, Rabu.

Legislator asal Papua Selatan ini juga

menilai langkah tersebut bisa menjadi pin-

tu pembuka untuk mengakhiri konflik

bersenjata secara permanen di Bumi Cen-

drawasih. Namun Indrajaya mengingat-

kan langkah mewujudkan perdamaian

abadi di Tanah Papua tidak boleh berhenti

pada sekadar pemberian amnesti saja.

Dalam waktu dekat, pemberian amnesti

harus diikuti dengan jalan dialog kemanu-

siaan pemerintah dengan pemangku ke-

pentingan di Papua. (Ant/Has)-f

ISU PENGHENTIAN PINJAMAN AS

RI Tunggu Komunikasi Resmi
JAKARTA (KR) - Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI)

menyatakan, Indonesia hanya akan mem-

berikan tanggapan melalui komunikasi

resmi mengenai isu penghentian hibah

dan pinjaman Amerika Serikat yang diu-

mumkan oleh Gedung Putih.

”Indonesia hanya akan memberikan

tanggapan berdasarkan komunikasi yang

disampaikan secara resmi, melalui salu-

ran diplomatik ataupun saluran resmi

lainnya, yang dibahas antarlembaga Pe-

merintah kedua negara,” kata Juru Bicara

Kemlu RI Rolliansyah Soemirat melalui

pesan singkat di Jakarta, Rabu (29/1).

Rolliansyah menegaskan, Pemerintah

RI tidak akan melakukan spekulasi ten-

tang isu apapun yang masih bersifat per-

nyataan generik dari Pemerintah negara

lain yang tidak secara khusus ditujukan

kepada Indonesia.

Sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu,

Kantor Anggaran dan Manajemen

Gedung Putih mengeluarkan perintah un-

tuk menghentikan sementara semua hi-

bah dan pinjaman federal, menurut se-

buah memorandum internal yang dikirim

pada Senin.

”Dalam Tahun Anggaran 2024, dari

hampir 10 triliun dolar AS (Rp 162.346

triliun) yang dibelanjakan oleh

Pemerintah Federal, lebih dari 3 triliun

dolar AS (Rp 48.705 triliun) dialokasikan

untuk bantuan keuangan federal, seperti

hibah dan pinjaman,” demikian isi memo-

randum tersebut.

Gedung Putih menuliskan, bantuan ke-

uangan seharusnya digunakan untuk

memajukan prioritas pemerintahan,

mengalokasikan pajak secara efektif demi

Amerika yang lebih kuat dan lebih aman,

mengurangi beban inflasi bagi warga ne-

gara, hingga meningkatkan efisiensi pe-

merintahan, dan menjadikan Amerika

lebih sehat kembali.

Menurut dokumen itu, penghentian ju-

ga berlaku untuk kegiatan lembaga lain-

nya yang mungkin terkait dengan perin-

tah eksekutif, namun tidak terbatas pada

bantuan keuangan untuk bantuan luar

negeri, Organisasi Nonpemerintah (NGO),

program keberagaman, kesetaraan, dan

inklusi (DEI), ideologi gender, serta Green

New Deal.

”Penghentian sementara ini akan mem-

berikan waktu bagi pemerintahan untuk

meninjau kembali program lembaga dan

menentukan penggunaan dana yang pa-

ling sesuai dengan hukum serta prioritas

Presiden,” tambahnya. (Ant/San)

MILIKI PASPOR NEGARA LAIN 

Paulus Tannos Masih Berstatus WNI

JIKA INGIN KEPERCAYAAN NAIK

Publik Menunggu Perubahan DPR 

Sedangkan Presiden menjadi

lembaga yang sangat dipercayai

karena berada di peringkat per-

tama.

”Bukan jargon yang ditunggu

publik seperti jargon DPR Mo-

dern. Publik menunggu perbaik-

an tata kelola yang berujung pa-

da peningkatan kinerja dengan

hasil yang memadai,” kata Pene-

liti Forum Masyarakat Peduli

Parlemen Indonesia (Formappi)

Lucius Karus di Jakarta, Rabu

(29/1).

Ia menilai, tingkat kepercaya-

an publik terhadap DPR yang

berada di posisi paling rendah

tentu bukan kabar yang menge-

jutkan. Menurutnya, kepercaya-

an publik DPR yang rendah pa-

da survei terakhir tidak spesifik

merujuk pada DPR periode

2024-2029 saja, tetapi masih ber-

kaitan dengan periode-periode

sebelumnya.

”Dengan kata lain pergantian

periode DPR setiap lima tahun

sekali sama sekali tidak berdam-

pak pada perubahan citra dan ki-

nerja DPR secara kelembagaan,”

jelas Lucius.

Ia menyebutkan, sejak era re-

formasi, DPR memiliki kewe-

nangan sangat besar yang se-

harusnya dijadikan sebagai epi-

sentrum perubahan. Faktanya,

kekuasaan atau kewenangan be-

sar yang dimiliki berbanding ter-

balik dengan kinerja dan citra

lembaga yang terlihat buruk.

Menurut  Lucius, hal yang ber-

kontribusi bagi buruknya keper-

cayaan publik terhadap DPR

adalah kinerja dalam menjalan-

kan fungsi legislasi, pengang-

garan hingga pengawasan. Be-

ragam faktor integritas anggota

serta kebijakan internal DPR,

kerap memantik kritikan publik

yang menimbulkan antipati.

”DPR sebagai wakil rakyat ter-

lihat tinggal sebagai jargon.

Karena dalam banyak isu pu-

blik, DPR justru mengabaikan

rakyat dan bersekutu dengan

elit,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, publik

menunggu komitmen nyata DPR

untuk menunjukkan fungsi per-

wakilan mereka dengan meli-

batkan rakyat secara bermakna

dalam setiap pembahasan regu-

lasi. ”Komitmen DPR untuk

menjadi lembaga penonton ki-

nerja pemerintah jangan sampai

dipakai justru untuk bersekong-

kol dengan pemerintah,” kata-

nya. (Ant)-f

JAKARTA(KR) - Buronan kasus korup-

si proyek pengadaan kartu tanda pen-

duduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos

alias Thian Po Tjhin masih berstatus war-

ga negara Indonesia (WNI). Pasalnya, In-

donesia menganut prinsip kewarganega-

raan tunggal sehingga Tannos tidak serta

merta mendapatkan kewarganegaraan

lain meski memiliki paspor di negara lain.

”Yang bersangkutan memang memiliki

paspor negara sahabat. Meski demikian,

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum

dan HAM bahwa untuk melepaskan ke-

warganegaraan Indonesia itu tidak ber-

laku otomatis,” ungkap   Menkum Suprat-

man Andi Agtas di Jakarta, Rabu (29/1).

Menkum mengatakan, Tannos sudah

dua kali mengajukan permohonan untuk

melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Akan tetapi, prosesnya belum selesai kare-

na sampai saat ini Tannos belum meleng-

kapi dokumen. Sampai tahun 2018, paspor

Tannos masih berstatus WNI dan masih

atas nama Thian Po Tjhin.

Hingga hari ini, pihaknya terus melaku-

kan koordinasi dengan Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan

Agung, dan Kementerian Luar Negeri un-

tuk mempercepat ekstradisi Tannos. Batas

waktu pemerintah Indonesia mengajukan

permohonan dan melengkapi dokumen ke

otoritas Singapura selama 45 hari, yang

akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2025.

Pemerintah Indonesia dapat memenuhi

persyaratan dokumen dalam waktu yang

lebih cepat.

Menkum meyakini proses pengajuan

ekstradisi Indonesia terhadap Tannos ber-

jalan lancar meski Tannos memiliki paspor

Republik Guinea-Bissau. 

”Pemerintah Singapura sudah sangat

kooperatif dengan permintaan yang di-

lakukan oleh teman-teman Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK) RI, sehingga

yang bersangkutan sekarang sudah dita-

han,” katanya.

Saat ditanya mengenai percepatan pro-

ses ekstradisi agar tidak didahului oleh pe-

merintah Guinea-Bissau, Menkum meng-

aku hal tersebut merupakan langkah tek-

nis dari proses pengajuan ekstradisi, yang

merupakan kewenangan Kementerian

Luar Negeri RI. (Ant/Has)

JAKARTA (KR) - Publik saat ini menunggu peruba-

han-perubahan nyata jika DPR RI ingin tingkat keper-

cayaan di masyarakat naik. Berdasarkan Temuan

Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dike-

luarkan 27 Januari lalu, tingkat kepercayaan terhadap

DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.

GUS DUR GAGAS LIBUR IMLEK

Layak Pahlawan Nasional 
JAKARTA (KR) - Ketua

Fraksi PKB MPR RI Neng Eem

Marhamah Zulfa mengatakan,

Presiden ke-4 RI Abdurrahman

Wahid alias Gus Dur layak ber-

gelar Pahlawan Nasional kare-

na memperjuangkan Tahun

Baru Imlek sebagai hari libur.

Kala itu Presiden Gus Dur me-

ngeluarkan Keputusan Presi-

den (Keppres) No 6 Tahun 2000

yang isinya mencabut Instruksi

Presiden pada era presiden ke-

2 RI  Soeharto tentang Agama,

Kepercayaan dan Adat Istiadat

Cina, yang salah satunya mela-

rang perayaan Imlek. 

Kemudian hal itu dilanjut-

kan Presiden ke-5 RI Megawati

Soekarnoputri untuk menetap-

kan Imlek sebagai hari libur

nasional. ”Keppres No 6 Tahun

2000 yang dikeluarkan Pre-

siden Abdurrahman Wahid

menunjukkan, Gus Dur adalah

tokoh yang memperjuangkan

pluralisme dan toleransi di

Indonesia,” kata Neng Eem di

Jakarta, Rabu (29/1).

Neng Eem mengatakan, per-

juangan Gus Dur mengenai Im-

lek sesuai amanat Undang-Un-

dang Dasar NRI Tahun 1945,

yakni setiap orang berhak un-

tuk memeluk agama dan berib-

adat menurut agamanya dan

negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk me-

meluk agama dan kepercayaan-

nya.

Keppres yang mencabut la-

rangan perayaan Imlek itu, me-

nurutnya, telah berhasil me-

nunjukkan, bangsa Indonesia

adalah bangsa yang toleran.   

(Ant)-f

KR-Antara/Anis Efizudin

BENCANA TANAH BERGERAK: Sejumlah relawan memeriksa lokasi bencana tanah bergerak di

Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Desa Ratamba, Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa

(28/1/2025). Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak (22/1/2025) itu menyebabkan jalan raya ambles

sedalam 1,5-2 meter sehingga Jalur Banjarnegara-Dieng lewat Pejawaran putus total, sedikitnya 15 ru-

mah rusak parah dan 60 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. 


